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KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi
dan percepatan pencapaian target kinerja dalam
pembangunan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
tahun 2026, perlu ditetapkan Pengadaan Barang dan
Jasa Strategis Daerah;

bahwa untuk pelaksanaan program pencegahan korupsi
terintegrasi dan pencapaian target aksi pemberantasan
korupsi perlu Penetepan Pengadaan Barang dan Jasa
Strategis Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengadaan Barang
dan Jasa Strategis Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 259);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Penggelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84)

MEMUTUSKAN:

KESATU : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Daerah Kabupaten
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan daftar
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1.
2.

3.
. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu

Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sungai Selatan

. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan

Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan
. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 103 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
STRATEGIS DAERAH KABUPATEN HULU

SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

DAFTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

PERANGKAT
NO. | DAERAH/UNIT KEGIATAN LOKASI S%IXII]\BIAER
KERJA
Dinas Rehab Ruang Kelas SD | Kab. Hulu
1 Pendidikan dan | (32 Kelas) Sungai APBD
Kebudayaan Selatan
Kab. HSS Pembangunan Lab. | Kec.
Komputer, Rehab Ruang | Kandangan
Guru/Kepala Sekolah,
2 Rehab Ruang  Kelas, AFPBD
Musholla dan Aula SDN 2
Kandangan Utara
Dinas Pembangunan Gedung | Kec.
3 Pekerjaan Diklat BKPSDM Tahap I Kandangan APBD
Umum dan Pembangunan Kantor | Kec. Daha
4 | Penataan Kec. Daha Selatan | Selatan APBD
Ruang Kab. (Lanjutan)
HSS Pembangunan Jembatan | Kec. Loksado
5 Bubuih Kec. Loksado APBD
Peningkatan Jaringan | Kec. Simpur
6 Irigasi DI beton Tebing APBD
Tinggi Kecamatan Simpur
Rehabilitasi Jl. Pangeran | Kec.
7 Antasari - SP. Loklua Kec. | Kandangan APBD
Kandangan
Sekretariat Rehab Open Stage Kec.
8 Daerah Kab. Kandangan APBD
HSS
Dinas Peningkatan Prasarana, | Kec. Sungai
Perumahan Sarana, dan Utilitas | Raya
Rakyat dan Perumahan
Kawasan
9 | Pemukiman, APBD
Lingkungan
Hidup dan
Pertanahan
Kab. HSS
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RSUD Brigjend.
H. Hasan Basry
Kandangan

Pembangunan Jalan

Lingkungan RSUD (Jalan | Raya

Lingkar)

Kec. Sungai

APBD

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR




